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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR |3 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" Menimbang : a.

Mengingat

b

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa retribusi izin gangguan adalah bagian dari
retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang potensial guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka perlu adanya pengaturan
kembali atas retribusiyang tergabung dalam komponen
retribusi perizinan tertentu,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk dan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi izin

gangguan.

Undang-Undang Staatsblad Nomor 228 Tahun 1926
tentang Gangguan (HO) yang telah diubah dan
disempurnakan terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940
Nomor 14 dan 450;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4045);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);



i0.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerak Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 69
Tahun 2010tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161});

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2007 Nomor 10)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2009 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT
adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Konawe
Selatan;

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya;

Gangguan acdalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan,
ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum
secara terus menerus;

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada
orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan
bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang
lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah;

Retribusi izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi

adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan;



11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tetentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yangmenurut
Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat
usaha;

Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
yang terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lel/aih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah sura: untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga atau denda;



21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan
oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;

22. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang terjadi

serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 3

(1). Obyek Retribusi Izin Ganguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian/gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi
norma keselatan dan kesehatan kerja;

(2). Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
gangguan.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi izin gangguan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dari tingkat ganguan yang didasarkan
atas indeks usaha, indeks tingkat bahaya, indeks waktu kegiatan, indeks

skala usaha serta indeks luas dan tempat usaha yang dimintakan izin.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan;

(2). Biaya penyeienggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1). Struktur tarif digolongakn berdasarkan atas indeks Usaha/Kegiatan

yang dimohonkan Izin sebagai berikut:



a.

Indeks Jenis Usaha

NO Jenis Usaha Indeks
1 2 3
Usaha Pertambangan Umum 4,00
Usaha Pertambangan Galian Golongan Golongan C | 2,50
Industri, Pabrik, Gudang Pendinginan lkan dan
Gudang Hasil Bumi dan Usaha Bidang Perikanan 3,00
4. Gudang/Tempat Penyimpanan Bahan Kimia/Bahan
Peledak 5,00
S. Usaha SPBU, Agen Bahan Bakar dan sejenisnya 3,00
6. Gudang Sembako, Bahan Bangunan dan sejenisnya | 2,00
7. Usaha Pariwisata, Usaha di lokasi Pariwisata 2,00
8. Warung dan Restoran dalam Bangunan Tetap 1,50
9. Pertokoan Besar 2,00
10. | Pertokoan Sedang 1,50
11. | Pertokoan Kecil 1,00
12. | Ternpat Pelayanan Kesehatan dan Pusat Kebugaran | 1,50
13. | Tempat Adu Ketangkasan dan  Permainan | 2,00
14. | Ketangkasan 1,00
15. | Tempat Khusus Parkir 2,00
16. | Tempat Pengolahan Kayu , Pertukangan Kayu, | 1,00
17. | Penjualan Kayu dan moubiler 2,00
18. | Perbengkelan 1,00
19. | Pelayanan Jasa dan Koperasi 1,00
20. | Usaha Sablon dan Percetakan
Tempat Pembuatan Kerajinan Logam, Kerang| 1,00
21. | Kerang dan Kerajinann Lainnya 3,00
22. { Rumah Potong Hewan [RPH] 1,50
23. | Pabrik Es Batu 3,00
24. | Peternakan Ayam Unngas dan Sejenisnya 2,00
25. | Industri Pengolah Tempe /Tahu 1,50
26. | Industri Penggiling Padi 1,50
27. | Tempat Pengolah Jambu Mete 1,50




b. Indeks Tingkat Bahaya Pencemaran dan Kebakaran

NO. TINGKAT BAHAYA INDEKS
Kecil 1,50
Sedang 2,00
Besar 3,00

c. Indeks Waktu Kegiatan

No. Waktu Kegiatan Indeks
Siang dan Malam hari 2,00
Malam han 1,50
Siang hari 1,00

d. Indeks Skala Usaha

No. Skala Usaha Indeks

1. Besar (nilai investasi diatas 1 milyar)

- Nilai investasi 1 Ms/d 5 M 5,00
- Indeks investasi 5,1 s/d 10 M 5,50
- Diatas 10 M 6,00
2. Sedang :
- Nilai investasi 201 juta s/d 500 juta 3,00
- Nilai investasi 501 juta s/d 750 juta 3,50
- Nilai investasi 751 jutas/d 1 M 4,00
3. |Kecil: |
- Nilai investasi 1 juta s/d 10 juta 1,00
- Nilai investasi 11 juta s/d 50 juta 1,50
Nilai investasi 51 juta s/d 200 juta 2,50
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e. Indeks Luas Tempat Usaha

No. Luas Tempat Usaha Indeks
1. 1 s/d 150 M2 1,00
2. 151 s/d 500 Mgy, ' 1,50
3. | 501s/d 1000 M2 2,00
4. 1001 s/d 5000 M2 2,50
5. | 5001 s/d 10.000 M 3,00
6. 10.001 s/d 20.000 M2 3,50
7. Diatas 20.000 M2 4,00

f. Indeks Lokasi Usaha

No Lokasi Indeks
1. | Di repi jalan Desa/Kampung 1,50
2. | Di tepi jalan Kabupaten 2,00
3. | Di tepi jalan Provinsi 3,00
4. | Di tepi jalan Negara 4,00

(2). Besarnya retribusi adalah hasil perkalian antara indeks sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan harga dasar Izin Gangguan;

(3). Besarnya harga dasar Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan sebesar sesuai kelas masing-masing
a. Kelas Besar : Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
b. Kelas Secang : Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
c. Kelas Kecil : Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

(4). Besarnya retribusi pendaftaran ulang Izin Gangguan ditetapkan sesuai

dengan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
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BAB VII
TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

(1). Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan tempat usaha,
wajib memiliki Izin Gangguan yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk;

(2). Tata cara pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pungutan retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat rekreasi dan

olahraga yang tersebar di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

(1). Izin gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya;
(2). Masa retribusi adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun sekali;
(3). Pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang untuk setiap masa

retribusi 5 (lima) tahun sekali;
Pasal 12

(1). Tarif retribusi ditinjau kembali 3 (tiga) tahun sekali;
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(3)-

(4).

(2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan

perekonomian;

(3). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Saat retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2)-

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disetorkan ke Kas Daerah;

Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan oleh Kepala

Daerah.
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(1).
2).

(3).

(1).

2).

(1)

Pasal 16

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD;

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi

ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada
waktunya sebagaimana diatur dalam pasal 16, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD;

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan Surat Teguran.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, STRD atau Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang
tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan surat paksa
atau melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

Penagihan retribusi dengan surat paksa atau melalui Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilaksanakan berdasarkan Peraturan

Perundang undangan yang berlaku.
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(1).

(4).

().

(6).

(1).

2).

3).

BAB XIV
KEBERATAN

Pasal 19

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan;

.Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas;

.Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan

retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut;

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulansejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan;

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi

dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 20

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan;

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagiannya, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terhutang;

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka

keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan
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(6)-

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimany=a permohonan kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;

. Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan

Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusa, permohonan
pengembalian retribusi dianggap dikabulkan;

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat
(1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
retribusi tersebut;

Pengembali=1 kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan

imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. Masa retribusi;

c. Besarnya kelebihan pembayaran,;

d. Alasan yang singkat dan jelas.
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2).

(3).

(3)-

Permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui proses;

Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh
Kepala Daerzah.

Pasal 23

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan

surat perintah membayar kelebihan retribusi,

. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan

hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21
ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dan bukti pemindahbukuan juga berlaju sebagaimana bukti

pembayaran.

BAB XVI
PENGURANMGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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(1).

(5).

(2).

(3).

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

Hak wuntuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana dibidang retribusi,

. Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:
a. Diterbitkar. Surat Teguran, atau,;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

surat teguran tersebut;

. Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya
kepada pemerintah daerah;

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung maupun tidak
langsung setbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran

dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak utk
melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;

Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang
sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang retrubusi yang sudah kadaluarsa

diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1).

(2).

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah,
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran,;

Denda sebeagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan
Daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima,mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan
berker:aan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Menerma, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidan retribusi daerah;
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(3]

(3).

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
daerah;

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah,;

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e pasal ini;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (i), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara

Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.
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Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi SITU
dan Izin Gangguan (HO) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Konaye Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013
B!ﬁ’ATI KONAWE ELATAN

Diundangkan di Andoolo

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
NOMOR : \3

21



